PERATURAN DESA JAMBUIDI! A
'NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI DESA JAMBUDIPA

LEMBARAN DESA JAMBUDIPA
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2020 NOMOR 2



KEPALA DESA JAMBUDIPA KECAMATAN WARUNGKONDANG

KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA JAMBUDIPA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Menimbang

Mengingat

DI DESA JAMBUDIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBUDIPA,

. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan

dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan
Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra
pemerintah Desa perlu diatur dengan
Peraturan Desa,;

. bahwa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
sudah tidak sesuai dengan perkembangan
sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Jambudipa;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495),;

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah



Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun
2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Nomor 73);

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan
di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2019 Nomor 17);

8. Peraturan Desa Jambudipa Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa di Desa Jambudipa (Lembaran Desa
Jambudipa Tahun 2020 Nomor 1),

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBUDIPA
dan
KEPALA DESA JAMBUDIPA

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA
JAMBUDIPA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur

2. Desa adalah Desa Jambudipa

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jambudipa.

6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambudipa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah
Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa. ,

10. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar Pelaksanaan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi,
monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Desa.

11. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga
Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui
penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat.

12. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya
kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara
material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak
sebagai manusia yang bermanfaat.

&

N



13.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya  kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan LKD bertujuan untuk:

a,

(1)

(2)

(1)

Mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi
secara  efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan;
dan

mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa melalui berbagai bentuk pemberian
bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan
bimbingan teknis dan pengawasan.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3
Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan
Desa.
Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. Rukun Tetangga;
b. Rukun Warga;
¢. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
d. Karang Taruna,;
e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 4
Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Ayat (2) huruf a dan huruf b dibentuk dalam rangka

memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan
kemasyarakatan berdasarkan:
a. swadaya;

b. kegotongroyongan; dan
c. kekeluargaan.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

3)

Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesejahteraan;

b. ketentraman; dan

¢. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5
Pembentukan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. paling sedikit terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
b. paling banyak terdapat 100 (seratus) Kepala Keluarga.
Dalam hal pembentukan Rukun Tetangga tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
digabungkan.
Dalam hal pembentukan Rukun Tetangga tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dimekarkan.
Penggabungan dan pemekaran Rukun Tetangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:
a.atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan tetap
memperhatikan kesatuan cakupan wilayah;
b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling
kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
c. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga mengajukan
usul permohonan kepada Kepala Desa.
Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b difasilitasi oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan
Pemerintah Kabupaten.
Penggabungan dan Pemekaran Rukun Tetanggaa sebagaimana
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa.

Pasal 6

Pembentukan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf b memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. paling kurang 3 (tiga) Rukun Tetangga; dan

b. paling banyak 9 (sembilan) Rukun Tetangga. ' '
Dalam hal pembentukan Rukun Warga tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
cgfjﬁngll;::f pembentukan Rukun Warga tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

imekarkan.
(;Z::ggabu ngan dan pemekaran Rukun Warga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:




(5)

(1)

(2)

a.atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan tetap

memperhatikan kesatuan cakupan wilayah;

b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling
kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus Rukun Tetangga; dan

¢. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa .

Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

b difasilitasi oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan

Pemerintah Kabupaten.

Penggabungan dan Pemekaran Rukun Warga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa

Pasal 7

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf ¢ dibentuk dalam upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak
mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,
kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan
lingkungan.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola oleh Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Desa dan berkedudukan di Desa.

Pasal 8

Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat
melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
membentuk kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
ditingkat Rukun Warga, Rukun Tetangga dan kelompok Dasa
Wisma. _

Pembentukan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9
Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasa‘ll 3 Ayat (2)
nuruf d merupakan wadah pengembangan generasi s s
tumbuh dan berkembang atas dasar ktlesad.aran dan rasa tanggung
jawab sosial terutama bergerak di bidang penyelenggaraan
. sial.
kesejah;e;as:::eba gaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari,
Karaf;in untuk masyarakat terutama generasi muda Desa yang
(;le:mia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima)
e

tahun.




3
()Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada

& {1
berkedudukan di Desa G
” L
(4) Elaral;g Tal'una} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
or:: entuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan
n

i isasi dan program-programnya.

) Unit teknig sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
a. kelompok usaha;

b. kel.ompok kerja di tingkat Rukun Warga; dan

C. unit lainnya sesuai kebutuhan.

Ptlembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan melaluj musyawarah anggota Karang Taruna.
Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari kelemba
Desa.

(6)

gaan Karang Taruna

(8) Unit teknis dimaksud pada ayat (4) disahkan dan dilantik oleh

Karang Taruna Desa.

Pasal 10

(1) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat
(2) huruf e merupakan upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk
dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan
kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian
ibu dan bayi.

(2) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk melalui musyawarah mufakat desa yang dikelola oleh
Pengelola Posyandu dan ditetapkan dengan keputusan Kepala
Desa. )

(3) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
persifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan,
permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 11
(1) Lembaga Pemberdayaan Masyar é}kat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf f dibentuk dari, oleh dan untuk
arakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung
31:; y;newujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang

mbangunan. :
) i:mbaga Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Desa.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI



(1)

(2)

Dalam melaksanakan ty
LKD memiliki fungsi:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

P
LKD bertygas. i

a. m
. ®lakukan pemberdayaan masyarakat Desa:
ikut sertg g

disite alam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

C. menj
Dal chingkatkan pelayanan masyarakat Desa.

am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hu
ruf' b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada
Pemerintah Degq.

Pasal 13
gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

Mmenampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat:
menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat;

meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah
Desa kepada masyarakat Desa;

menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan,
dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 14
Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 Ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas: _
a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan

intahan;
peme:antu Kepala Desa dalam menyediakan data
. mem . - )
b endudukan dan perizinan; de.an |
keliaksan akan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
c. me

Jayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud
Pemberday 3 Ayat (2) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa
dalam Pa * ksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
dalam mel a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2)
Karang Tarun as membantu Kepala Desa dalam menanggulangi
nuruf d; berﬂ'leﬁ”l teraan sosial dan pengembangan generasi muda.
masalah kese] Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 3 Ayat
Pos PelaYananrtzgas membantu Kepala Desa dalam peningkatan
2) huruf € be +an masyarakat Desa. . _

( ~ayan ese};a e Masyarakat sebagaimana dimaksud

Lernba%f;sal 3 Ayat (2) buruf f, bertugas:
dalam




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

Kepala Des2
kan

pembentu i

Pemerintah D€

a
" Memyp,
anty Ke
b terkajt Perenc Pala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat
" Mengea,. ananaan Pembangunan desa: dan
desa dengap Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
SWadayg gOtong-royong_
BAB v
KEPENGURUSAN
Pengury Pasal 15
S LKD tergjyi :
2. ketua; rdiri atas:
b Sekretarig

C. bendaha_ra; dan

d. bidang Sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pen rus LKD sebagaim
dimaksud Pada ayat (1) dj pengu gaimana
— y ) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
F’ €éngurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang
Jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-
turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan
dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 16
bungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
II:I,Iul)ul‘lgﬂl kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa
ubun

) Itatif.
bersifat kOI;:;ja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di
Hubungan iy
Desa bersifa
BAB VII
pEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

embinaan dan pengawasan terhadap
melakuk:;aaﬁ dan pendayagunaan LKD sebagai mitra

pemberd

BAB VIII
KETENT UAN PERALIHAN



~10.

LKD yang telah dibentuk set Pasal 18

diakui keberada elum Peraturan Desa ini berlaku, tetap
dengan P annya sebagai LKD sepanjang tidak bertentangan
gan reraturan Desg inj

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa

Jambudipa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Jambudipa.

HADAN SUHAND!

MBARAN DESA JAMBUDIPA TAHUN 2020 NOMOR 2
LE



